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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SERANG

: a. bahwa dalam rangka meningkatklselerasi dan

kualitas penyelenggara Pemerintah Daerah yanghbersi
dan bertanggung jawab, serta untuk menunjang
pembangunan di Daerah perlu menyelenggarakan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan
bertanggung jawab ;

. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan
publik diperlukan adanya asas-asas, prinsip-pridaip
pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ;

c. bahwa ........



Mengingat
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. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud

s 1.

pada huruf a dan b di atas, perlu diatur Pokok-poko
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 19@&tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari
KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4010) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

7. Peraturan .....
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4024) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

15. Peraturan ......
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139) ;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Serang
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal
Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun
1989 Nomor 170) ;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun
2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 478) ;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Pembentukan Organisasi Badan
Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 519).

20.Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN : .......
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

Pemerintah Derah adalah Kepala Daerah beserta gkatabaerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Serang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny@bdis DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatean§er

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabufatang.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga padariRtah Daerah

yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pdaien yang
terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dambbga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai denganukeloutlaerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melmrseroan
Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainrgdarBUsaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apaptsgk&tuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan &aganisasi yang
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Ts#dp Bentuk
Badan Usaha lainnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibaahd&&bupaten
Serang dalam rangka Penyelenggaraan PemerintabaralD yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnyaalasedpentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewddarah tersebut,
dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanjalae

9. Anggaran .....
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang siigajdisingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Dd¢ablipaten
Serang yang ditetapkan berdasarkan Peraturanalbaetentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabaatda pegawai
daerah yang berdasarkan peraturan perundang-unmdyagg berlaku
diberi wewenang tertentu dalam rangka pengelolaaakgan daerah.

11.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang dibeviemang oleh
pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daetak
mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daer@hssgala bentuk
kekayaan daerah lainnya.

12.Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegakgaskan
penggunaan anggaran belanja daerah.

13.Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjukdiserahi tugas
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangkeksg@aan
anggaran pendapatan dan belanja daerah di setinpeuja pengguna
anggaran daerah.

14.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untukampmg
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup bgmsag tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

15.Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yaradsilidkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan &elaejah.

16.Barang Daerah adalah semua barang milik daerah ergsal dari
pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnyasabagian dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atsalbeéari perolehan
lain yang sah.

17.Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan KashDdatam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

18.Pengeluran Daerah adalah semua Pengeluaran KamhDdalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

19.Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Dadaah pleriode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menambahkekayaan
Daerah.

20. Belanja ......
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20.Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Ddealam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang mempengkakayaan
Daerah..

21.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dib®aerah sebagai
akibat dari penyerahan uang, barang dan atau @sadk daerah atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangnagatiayang berlaku.

22.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibKgpada Daerah
sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berhbagang dan atau
jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkeatuypen perundang-
undangan yang berlaku.

23.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mieatldn Daerah
menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manifegnilai uang
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untrkimayar kembali.

24.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah ditentukan
oleh Bupati.

25.Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah orgiéieisdaga pada
Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan @ergrnuhdangan
yang berlaku diberi kewenangan dalam penyelenggapaagelolaan
keuangan daerah.

BAB |1
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pg abat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 2

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaaangan
Daerah.

(2) Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan keuangan daengbunyai
kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kgaglaan
kewenangan tersebut kepada DPRD.

Pasal 3 ......
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Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kewajiban Pengelolaanakgan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2, Bdapéit mendelegasikan
kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan ataanBReéngelola
Keuangan Daerah.

Pasal 4

(1) Bupati menetapkan para pejabat pengelola keuanganald dengan
Keputusan Bupati untuk dapat melaksanakan anggaran.

(2) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabagelola
keuangan daerah lainnya.

Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara,teatib pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektrhnsparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keaditekepatutan.

Pasal 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupaksar geengelola
keuangan daerah dalam Tahun Anggaran yang tertentu.

Pasal 7

Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja DaédtBD) sama
dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Bed\egara (APBN)

Pasal 8

(1) Segala penerimaan dan pengeluaran daerah dalakarpetpksanaan
Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam AnggaPamdapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),bReamn APBD
dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturanaba

Pasal 9 ......
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Pasal 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) uhisudengan
pendekatan sistem Anggaran yang mengutamakan yg@apaian hasil
kerja atau output dan perencanaan alokasi biayda/ygng ditetapkan.

Pasal 10

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanjaaba@PBD),
penganggaran pengeluaran harus didukung denganyaadkepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggasadapatan dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan target minimal perean yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untotbsu pendapatan.

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakatas
tertinggi untuk setiap jenis belanja.

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangkiest pengeluaran
atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidakum tersedia
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

(4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lakaw@it sebagai saldo
awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisss lebih
perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldal @ada perubahan
APBD.

Pasal 12
(1) Penerimaan daerah diarahkan dan dilaksanakan untuk

a. Penertiban dan peningkatan pendapatan asli daerahgad
memperhitungkan potensi objek pajak/retribusi danmlger
penerimaan lainnya.

b. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumkeuangan
sendiri dan usaha-usaha lain yang sah dan dapattatiggung
jawabkan.

c. Usaha peningkatan tambahan penerimaan dari Peatepotat.
(2) Pengeluaran ......
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(2) Pengeluaran daerah diarahkan dan dilaksanakanslagkda ketentuan
sebagai berikut :

a. Efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkamassesuai dengan
kebutuhan teknis yang disyaratkan.

b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,gmogroyek dan
target kegiatan serta tugas fungsi masing-masing.

Pasal 13

Setiap transaksi keuangan daerah baik penerimaampumapengeluaran
daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 14

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatidak tersangka
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.

(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluarantedsdngka adalah
untuk penanganan bencana alam, bencana sosialedgelparan tidak
tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalamkeapgnyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membBeyaiuhan
dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satuptahggaran.

(2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan pgserimaan
APBD kecuali dari dana alokasi khusus, pinjamanralaedan dana
darurat.

Pasal 16

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembans tugn
fungsinya disediakan pembiayaan dalam Anggaran dpetan dan
Belanja Daerah (APBD).

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu Sakse DPRD
merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD isdsangan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 17.......
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Pasal 17

(1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya, dalaniaksanakan tugas
dan fungsinya disediakan anggaran untuk membiayagiakan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengdarperperundang-
undangan.

(2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaidiamaksud
dalam ayat (1).

BAB |l
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Kesatu
Struktur APBD
Pasal 18

(1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralrupalean satu
kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah ;
b. Belanja Daerah ;
c. Pembiayaan.

(2) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belamjaldlaisebut surplus
anggaran.

(3) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belarjald disebut defisit
anggaran.

(4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplustdsfiggaran.

Pasal 19

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam awayét (1) pasal
18 dirinci menurut kelompok pendapatan dan jearsdppatan.

(2) Pendapatan .....
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(2) Pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah yang meliputi :
1. Pajak daerah ;
2. Retribusi daerah ;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolegkayaan
daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan terdiri dari :
1. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ;
2. Dana alokasi umum;
3. Dana alokasi khusus;
4. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari prapinsi

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 20

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam hurayab(1) pasal 18
dirinci menurut organisasi, bagian, kelompok damsje

(2) Belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja menurut organisasi adalah :

1. DPRD;

. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
. Sekretariat Daerah ;
. Sekretariat DPRD;
. Dinas-dinas daerah ;
. Lembaga Teknis daerah ;
. Kecamatan dan Kelurahan.

~N O O A WDN

b. Pengeluaran belanja menurut bagian, kelompok dars jeelanja
meliputi:

1. Menurut ......
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1. Menurut Bagian :
(a) Aparatur Daerah;
(b) Pelayanan Publik.

2. Menurut Kelompok:
(a) Belanja Administrasi Umum;
(b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
(c) Belanja Modal;
(d) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
(e) Belanja Tidak Tersangka.

3 Menurut Jenis Belanja:
(a) Belanja Pegawai/Personalia;
(b) Belanja Barang dan Jasa;
(c) Belanja Perjalanan Dinas;
(d) Belanja Pemeliharaan;

c. Pembiayaan terdiri dari:
1. Penerimaan daerah;
2. Pengeluaran daerah.

Pasal 21

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf q2yBasal 20 dirinci
menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

(1) Dalam anggaran daerah tidak diperkenankan dimudd gendapatan
dan atau belanja lain-lain selain dimaksud dalasapl9 dan pasal 20.

(2) Penambahan kode rekening, uraian pendapatan damjdbetlapat
dilakukan menurut kebutuhan, dengan menggunakam ke#ening
cadangan, apabila kegiatan yang direncanakan b&dusedia dalam
kode rekening anggaran yang ada.
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Pasal 23

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatiglak tersangka
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 dksedidalam bagian
anggaran pengeluaran tidak tersangka.

(1)
(2)

@)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 24

Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksun aght (1)
Pasal 15 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.

Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagairmaksuil
dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas bebarcddangan dicatat
dan dikelola dalam APBD.

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimarm disagtapkan
dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan danangzad
dibebankan pada rekening dana cadangan.

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagiantigaigterpisahkan
dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 25

Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber aygaaloi lain
melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsgling
menguntungkan.

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi datamul penyertaan
modal dan bentuk investasi lainnya sepanjang hakbet memberi
manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat.

Uang milik daerah yang sementara belum digunakapatdali
Depositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditasakgan daerah
dengan memberitahukan kepada DPRD.

Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi PetaleriDaerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat i§2)rddengan
Peraturan Daerah.

(5) Pemerintah ......
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(1)

(2)

3)

(4)
(5)

(1)
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Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelsismaber-sumber
pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimattalaon ayat (4),
dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasdkgsnaannya
kepada DPRD.

Pasal 26

Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kel@ti rencana
belanja, daerah dapat melakukan pinjaman.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjarharus
mendapat persetujuan DPRD.

Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo hareisjadi prioritas
dan dianggarkan dalam APBD.

Setiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan déarbaran daerah.

Sistem dan Prosedur pinjaman Daerah dilaksanakadassrkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 27

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelarjalDadalah
sebagai berikut :

a. DPRD melakukan penyerapan aspirasi dari masyargkaig

dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD kemudian

pemerintah daerah menyusun perkiraan awal APBD .

b. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemeridtdrah
bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan ARED.

c. Berdasarkan ......
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(1)
(2)
@)

(4)
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c. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaiman

dimaksud dalam ayat (2), pemerintah Daerah menysisategi dan
prioritas APBD.

d. Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaintimeaksud
ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonden
keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan ngairta
APBD.

Dalam rangka penyusunan APBD harus berdasarkaramanstrategi
daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD

Pasal 28

Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRICkunandapat
persetujuan.

Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemtah Daerah
berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut

Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksaid(2),
harus disampaikan kembali pada DPRD selambat-laipgat5 (lima
belas) hari sejak tanggal keputusan DPRD tentangegmepurnaan
APBD.

Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat ti(ak
disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APRBDBun
sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan.daerah

Pasal 29

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD selambbéiaya 30 (tiga
puluh) hari setelah APBN ditetapkan.

Pasal 30 ......
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Pasal 30

(1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkabarkan
lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud daian (1) sebagai
dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.

(3) Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Bupatamgnpenjabaran
Peraturan Daerah tentang APBD merupakan anggarnaaj@emaen.
Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 31
(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah abDagang
bersifat strategis.

b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target peaanndaerah yang
ditetapkan dan atau terjadinya kebutuhan yang nsakde

(2) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3a)(tigulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 32

(1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas mernuaigu
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakansifitesi dan
ektensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.

(2) Segala .....
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(2) Segala manfaat yang bernilai uang berupa komigiatrapotongan,
bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjwdaratau pengadaan
barang dan atau jasa dan dari penyimpanan darmpate@mpatan uang
daerah merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat padanyeikke Kas
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perunddaggan yang
berlaku.

Pasal 33

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas b&P&D tidak dapat
dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Dateratang APBD dan
ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 34

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD ditenbitkarat keputusan
otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamalengan itu oleh
pejabat yang berwenang.

Pasal 35

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bulkirbyang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olélakpiyang
menagih.

(2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani al@au
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengelusas beban
APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akilvapdaggunaan
bukti tersebut.

Pasal 36

(1) Pengguna anggaran daerah mengajukan surat perminésabayaran
untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimdktamd ayat (2)
Pasal 35.

(2) Pembayaran .....



(2)

3)

(1)
(2)

3)

(4)
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Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengaat perintah
membayar.

Bendahara umum daerah membayar berdasarkan suraitape
membayar.

Pasal 37
Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalaBB.

Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambagb@nghasilan
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mérajilkan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetGB&D
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undgagg berlaku.

Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantugada BUMD
atau unit usaha lainnya, menjadi beban BUMD ataiti usaha yang
bersangkutan.

Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah giaamgkat oleh
Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 38

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka setzegadimaksud dalam
Pasal 23 diberitahukan kepada DPRD.

(1)

Pasal 39

Penggeseran anggaran hanya dapat dilakukan untois-jgmis
pengeluaran dalam satu kelompok dan satu bagiagaeay kecuali
belanja modal.

(2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud daldan{laydapat

dilaksanakan apabila didalam Peraturan Daerahrgm®&BD ditunjuk
dan disebut satu demi satu kode rekening pengglugang boleh
digeser.

(3) Surat .....
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(3) Surat keputusan tentang penggeseran ditetapkan Bigiati dan
disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 40

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang daerah.

(2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengadastakuntansi
Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinastiagga Teknis
Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan, adalah pengiamaengelola
barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ na®i
Daerah/Lembaga Teknis Daerah/Kecamatan/Kelurahan ng ya
dipimpinnya.

Pasal 41

(1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibeldeepada APBD
sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukiak pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi glaxaiaerah yang
bersangkutan.

(2) Pengadaan barang dan atau jasa atas beban APRD léiaih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pengguna barang wajib mengelola barang daerahisgsogan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkaeripgaan maka
penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsuikpkeédaerah.
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Bagian Ketiga
Pengadaan Barang Dan Jasa
Pasal 44

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa didk#tsamelalui
prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukagsung atau
swakelola.

(2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan ataselsgaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuaidisbrdaerah dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanderla

Pasal 45
Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkautiésan tentang :
a. Penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan
b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secaaa;da
c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pasal 46

Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangaah daermpedoman
kepada standar akuntansi pemerintah daerah yaladier

BAB V
PERHITUNGAN APBD
Pasal 47

(1) Setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah wagdémbuat
perhitungan APBD yang memuat perbandingan anta@isasi
pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

(2) Perhitungan .....



(2)

®3)

(1)
(2)
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Perhitungan APBD harus menghitung selisih antaraalisaesi
penerimaan dengan anggaran penerimaan dan reglisageluaran
dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskanmafas

Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya i§a)(t bulan
setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 48

Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanalakganaan
APBD kepada DPRD.

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (Fpngpaikan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhitriwulan yang
bersangkutan.

Pasal 49

Bupati menyusun laporan pertanggung jawaban kewargerah yang

a0 op

(1)

(2)

)

terdiri atas :

Laporan perhitungan APBD ;
Nota perhitungan APBD ;
Laporan aliran kas ; dan
Neraca Daerah.

Pasal 50

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusyorah
pertanggungjawaban keuangan secara periodik.

Setiap pemegang kas wajib menyampaikan pertangawabpn atas
tugas dan pekerjaannya secara periodik.

Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagautmaaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusgati

BAB VII ......
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BAB VIi
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 51
Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilaksanakaDBRD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD ddritpngan APBD
disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnyalida (elas) hari
setelah ditetapkan.

Pasal 53

(1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukemggwasan
internal pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangamahdaebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merapgkbatan lain di
pemerintahan daerabh.

(3) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangamhdaebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawgsarkepada
Bupati.

BAB VII
PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan danngugnigjawaban
keuangan daerah dilakukan sesuai dengan perat@ramdang-undangan
yang berlaku.
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BAB IX
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

(1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupdak tlangsung
sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atauakaialharus diganti
oleh yang bersalah dan atau lalai.

(2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukamtutan ganti
kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam gleinlaerah yang
bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatanpgiaak manapun.

Pasal 56

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atasagekerugian yang
diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum ataaldieh pejabat
pengelola keuangan daerah.

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalai{3gydilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaguwer

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti wigtur dalam Peraturan
Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segatentuan yang
mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah akayatidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daergls@panjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut denggoukesan Bupati.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagigan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranabd¢abupaten
Serang.

Disahkan di S er ang
pada tanggal 11 Nopember 2002

BUPATI SERANG,
Cap/Ttd.
BUNYAMIN

Diundangkandi Serang
pada tanggal 13 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG,
TAHUN 2002 NOMOR 599



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 199%arign
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 nTdi99
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintalt BasaDaerah,
Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satw&esgang tak
dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan peatean dan

pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undadgng tersebut

bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kemgara dan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke PemerintataDaetapi  yang
lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkdrsiemsi dan
efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Dadaddim rangka
Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepadanalesty Untuk itu
semangat Desentralisasi, Demokratisasi, TranspadansAkuntabilitas
menjadi sangat Dominan dalam mewarnai proses pamyghraan
Pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaamgaueDaerah
pada khususnya.

Dalam rangka sistem penyelenggaraan Pemerintahidrat bahwa
sistem pengelolaan Keuangan, pada dasarnya merug@da Sistem
dari Sistem Pemerintahan itu sendiri. Hal ini takgiari mekanisme
bahwa dalam rangka pengawasan, Peraturan DaertdamgeAPBD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Retale Pusat.

Sejalan ......
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Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentaksBeaan
Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari sseerbesar Daerah
akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal teérbabus diimbangi
dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelkamngan Daerah
saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuarayan lebih
adil, rasional, transparan, partisipasif dan bggang jawab
sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undangigiteisebut.

Sejalan dengan semangat undang-undang tersebatyian Daerah
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusug gpabila dilihat
dari sisi substansi materinya berisi ketentuanskasn yang bersifat
umum dan telah menekankan pada hal yang bersifeiprnorma, asas
dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan d&emalentara itu,
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara digtur oleh
Bupati.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kanabgerah ini
dibedakan antara Anggaran Policy dan Anggaran Mamaj. Perbedaan
ini semata-mata untuk menunjukan, bahwa dalam aagggang
tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD fa@dalggaran yang
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara eksetanif legislatif,
sementara pengertian anggaran manajemen menunipaitama Bupati
mengatur berdasarkan anggaran yang telah ditetagddam Peraturan
Daerah tentang APBD, dalam rangka pelaksanaan peaten,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka eamamj
Pemerintahan Daerah.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas



Pasal 2
Ayat (1)
Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah utnelip
antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi pemgarsu
anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi
perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaanrangga
serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas keuangkaerah,
Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan
daerah.

Kewenangan yang didelegsikan minimal adalah kewgan
yang berkaitan dengan tugas Bendahara Umum daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pelagel
keuangan daerah bertanggung jawab kepada pemegang
kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengeloldeeuangan
daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan
daerah.Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah
kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagatmeadimum
daerah. Sekretaris Daerah atau Badan Pengelolanaudaerah
bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umgelqean
keuangan daerah.

Pasal 4
Ayat (1)
Penetapan para pejabat pengelolaan keuanganahdaer
merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaataf

pengelola keuangan daerah antara lain BendaharamUmu
Daerah, pengguna anggaran dan pemegang Kas.



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan reaca
pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semuja loilarah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahggaran
tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua peaanirdaerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuatuk u
memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani dakiam
rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sgsodah dan
sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APRDjadi
dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dagawasan
keuangan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daarghigak
berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi ataas tug
pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaram dal
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ......
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Pasal 10
Ketentuan pasal ini berarti, daerah tidak bolebnganggarkan
pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengeteasediaan
sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk
meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai
kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keind&bga atau

pelesterian lingkungan hidup, sehingga biaya rditedi
tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18 ......



Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayatatah
bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman selurul jeni
pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber
pembiayaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli taedana
perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sabh.

Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribasiatd, dana
alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerioherah
antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaadwn lalu,
penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimagdrpdnjualan
aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayagnhnyarupakan
pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutakakp

Pasal 22......



Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalaymat ani
adalah dana alokasi khusus, dana darurat dan p@njam

daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk
pembentukan dana cadangan dicantumkan pada anggarar
belanja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola daks#?BD
adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang
memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi pemearndan
pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Saldo akhir dana cadangan pada tahun terselmattati
sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikuanya $aat
yang sama ditambahkan pada dana cadangan tahun
berikutnya.

Pasal 25

Ayat (1)
Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembamgun
fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana gtan dana
yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari
alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka pamaglglui
kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakatja Ke
sama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD
diatur dengan Peraturan Daerah.



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk gréamn
modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daeraly yan
dilakukan melalui badan usaha milik daerah.

Dalam rangka penganggaran, investasi dicanturp&da
anggaran pembiayaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran pgaabia
Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah
dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimaard

dalam peraturan perundang-undangan yang berlakuk unt
pinjaman daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 ........



Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Ayat (1)

Kebutuhan mendesak dalanterikean ini adalah untuk
penanggulangan kerusakan sarana dan prasaranaaisebag
akibat bencana alam dan bencana sosial yang befam a
tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengelumiak
tersangka.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulagimaksud dengan
mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesaiagata
tahun anggaran tertentu.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Semua manfaat yang bernil@ng tersebut dibukukan
sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalafm.APB
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 33

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan Seutusan
yang berkaitan dengan Kepegawaian yang formasinydahs
ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran ilaapab
Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

Pasal 34
Surat keputusan Otorisasi merupakan dokumen APRRIDg
menjadi dasar setiap pengeluaran beban APBD.
Pasal 35
Ayat (1)
Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, &upenerimaan
barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Surat Perintah Membayar merupakan dokumen AP0y y
menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban
APBD. Surat Perintah Membayar ditandatangani okghljat
yang ditunjuk oleh Bupati.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ......
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Ayat (2)
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangkangkatan
kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kemapat
bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dadgat ini

adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkeat ol
Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Pengelolaan barang daerah dimaksud meliputnparaan,
penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,

penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, pengh@apus
dan pengendalian.
Ayat (2)
Pencatatan berdasarkan standar akuntansi peatedaerah
dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dkogdisi
masing-masing daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43 ......
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Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangamerihtah
Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang gaien
perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dglataporan
keuangan. Sepanjang standar akuntansi keuangan riRtime
Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakagastgang
dipergunakan saat ini. Perubahan menuju peneraamdar
akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Alasan harus menetapkan apakah selisih terskfeibabkan
oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak.

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 48

Ayat (1)
Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksa
APBD pertriwulan.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan Realisasi
Pendapatan Daerah , Belanja Daerah dan pembiagatn s
kinerja keuangan daerah mencakup antara lain :

a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan prograrg yan
direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;

b. Kinerja pelayanan yang dicapai ;
c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai
administrasi umum, kegiatan operasional dan pesrr@én

serta belanja modal untuk Aparatur Daerah dan peky
publik ;

d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran
DPRD termasuk Sekretariat DPRD ; dan

e. Posisi dana cadangan.

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Penyusunan neraca daerah dilakukan sesuai destgadar
akuntansi keuangan Pemerintah secara bertahap.

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayatatahadukan
pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengardbk u
menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetagtamdAPBD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten disampdi&pada
Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 53.......



Pasal 53
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Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerafjuan
untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematatam
pengelolaan keuangan daerah atas hama Bupati. Wasaya
Internal pengelolaan keuangan daerah selain medakuk
pengawasan atas urusan Kas/Uang, memperhatikarigtala
cara penyelenggaraan program, kegiatan dan manajeleie
Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efekBsnya,
yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya gunadgeaua
daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 54

Apabila Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangka
pengelola keuangan daerah melakukan pembinaan dan
Supervisi dalam perencanaan pelaksanaan kerjgpajalsat
pengawas internal tersebut tetap melaporkan hasil
pengawasannya kepada Bupati.

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat inlaédgang
nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerudgarah
adalah pembayaran dari daerah kepada orang ataanBad
yang menerima pembayaran demikian itu tergolongndal
melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Pasal 56

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 57 ......



Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas.
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